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MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel dari daerah 

pemilihan (dapil) lintas kabupaten/kota meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera mengecek dan memperbaiki kondisi 

infrastruktur jalan menjelang arus mudik Lebaran atau Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. 

Desakan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan 

mudik ke kampung halaman. Para wakil rakyat menyoroti masih banyaknya ruas jalan yang rusak, baik yang menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah, jalan provinsi, maupun jalan nasional. Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Rusdin Tabi, meminta 

Dinas PUPR Pemprov Sulsel dan pihak terkait untuk mempercepat serta memastikan perbaikan jalan-jalan nasional dan 

provinsi dapat terselesaikan sebelum puncak arus mudik tahun ini. 

"Hal ini penting kami sampaikan mengingat masih banyaknya ruas jalan nasional dan provinsi yang rusak, beberapa masih 

dalam proses perbaikan hingga saat ini," ujar Rusdin, Senin (24/3/2025). Dia mengingatkan bahwa jalan-jalan utama harus 

dalam kondisi baik mengingat volume kendaraan yang akan digunakan untuk mudik diprediksi meningkat. Politisi Gerindra 

itu juga menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi D masih menerima laporan mengenai sejumlah ruas jalan yang belum 

selesai diperbaiki. "Atas laporan dan aduan warga, kami di Komisi D sudah beberapa kali menggelar Rapat Dengar Pendapat 

(RDP) dengan Dinas PUPR, dengan tujuan mendorong Pemprov Sulsel untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan guna 

memudahkan perjalanan pemudik pada Lebaran 2025," tuturnya. 

Sebagai wakil rakyat dari Enrekang, Rusdin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat di dapilnya. 

Ia tidak ingin masyarakat terganggu dalam perjalanan mudik akibat jalan yang rusak. "Jalan nasional yang rusak atau tidak 

layak harus menjadi prioritas utama perbaikan demi kenyamanan dan keamanan pemudik. Untuk jangka panjang, beberapa 

ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi juga sangat membutuhkan perbaikan, seperti ruas jalan Sapayya - Malakaji di 

Gowa, ruas jalan Paleteang Pinrang - Kabere Enrekang, dan lainnya," tambahnya. 

Sementara itu, anggota DPRD Sulsel dari Dapil XI Luwu Raya, Hj. Asni, juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur 

pendukung lainnya guna mencegah kebingungan serta memastikan keselamatan para pemudik. "Ini adalah tugas bersama 

antara pemerintah pusat, Pemprov, dan pemerintah daerah. Diperlukan koordinasi yang baik untuk memastikan perbaikan 

serta pembangunan infrastruktur berjalan sesuai prioritas dan tepat waktu," ujarnya. 

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sulsel harus lebih proaktif dalam memetakan dan melaporkan kondisi jalan di wilayah 

masing-masing sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. "Kondisi infrastruktur jalan 

lintas daerah memang memprihatinkan. Oleh karena itu, perbaikan jalan harus segera dilakukan agar masyarakat yang akan 

mudik dapat merasakan perjalanan yang aman dan nyaman," tambahnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi D DPRD 

Sulsel secara intens membahas persoalan infrastruktur, baik melalui RDP maupun menampung aspirasi langsung dari 

masyarakat. 

"Sebagian besar permasalahan yang disampaikan terkait jalan nasional dan provinsi. Oleh sebab itu, kami di Komisi 
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D berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur di Sulsel," tegasnya. 

Ia berharap pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan agar lebih diperhatikan dan dikerjakan dengan kualitas yang baik, 

bukan sekadar perbaikan sementara. "Meskipun saat ini ada efisiensi anggaran, perbaikan jalan tetap harus dicarikan solusi 

agar keselamatan pengendara tetap terjamin. Terlebih lagi, saat arus mudik Lebaran 2025 semakin dekat," tutupnya.


